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ABSTRAK 

 

 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI ATAU ISTRI 

AKIBAT PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM PERKAWINAN 

(PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974) 

 

DHEA SALWA SALSABILLAH 

 

 

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap suami atau istri yang 

dirugikan akibat penyimpangan seksual dalam perkawinan ditinjau dari Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan ini muncul 

karena penyimpangan seksual dari salah satu pasangan dapat menimbulkan 

penderitaan lahir dan batin, mengganggu keharmonisan rumah tangga, serta 

berujung pada perceraian, sementara pengaturannya belum diatur secara eksplisit 

dalam hukum perkawinan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 

bentuk perlindungan hukum bagi korban serta mengidentifikasi kendala yang 

dihadapi dalam memperoleh perlindungan tersebut. Metode penelitian yang 

digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-

undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum 

terhadap korban penyimpangan seksual dalam perkawinan dapat ditempuh melalui 

mekanisme perceraian berdasarkan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-

menerus sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 19 

huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, serta melalui Undang- Undang Nomor 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual apabila terdapat 

unsur pemaksaan atau kekerasan. Namun dalam praktik, korban masih menghadapi 

kendala berupa kesulitan pembuktian, tekanan psikologis, stigma sosial, dan 

keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan 

penguatan regulasi serta pendekatan penegakan hukum yang lebih berkeadilan guna 

menjamin perlindungan efektif bagi korban. 

 

 

Kata Kunci: perlindungan hukum, penyimpangan seksual, perkawinan, korban. 
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ABSTRACT 

 

 
LEGAL PROTECTION FOR HUSBANDS OR WIVES 

AS A RESULT OF SEXUAL DEVIATION IN MARRIAGE 

(THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 1 OF 1974) 

 

 

DHEA SALWA SALSABILLAH 

 

 

 

This study examines legal protection for husbands or wives who suffer losses due 

to sexual deviation in marriage, as seen from Law Number 1 of 1974 concerning 

Marriage. This problem arises because sexual deviation by one partner can cause 

physical and mental suffering, disrupt household harmony, and even lead to 

divorce, while its provisions are not explicitly regulated in national marriage law. 

The purpose of this study is to analyze the forms of legal protection for victims and 

identify the obstacles faced in obtaining such protection. The research method used 

is normative legal research with a statutory and conceptual approach, through a 

literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The research 

results indicate that legal protection for victims of sexual deviance in marriage can 

be achieved through divorce mechanisms based on persistent disputes and quarrels, 

as stipulated in Article 39 paragraph (2) of the Marriage Law in conjunction with 

Article 19 letter (f) of Government Regulation Number 9 of 1975, as well as through 

Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and Law 

Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence if there is an 

element of coercion or violence. However, in practice, victims still face obstacles 

such as difficulty providing evidence, psychological pressure, social stigma, and 

limited understanding among law enforcement officials. Therefore, strengthening 

regulations and a more equitable approach to law enforcement are needed to ensure 

effective protection for victims. 

 

 

Keywords: legal protection, sexual deviance, marriage, victims. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinan adalah perubahan yang hadir di seluruh dunia serta memegang 

posisi sangat penting pada kehidupan manusia. Dalam perspektif kemanusiaan, 

perkawinan bukan sekedar hubungan fisik antara pria dan wanita, tetapi juga 

merupakan manifestasi dari nilai-nilai spiritual, etika, dan kemanusiaan yang tinggi. 

Dalam pandangan filsafat, perkawinan di anggap sebagai alat untuk meraih 

eudaimonia atau kebahagiaan sejati, yaitu suatu kehidupan yang kaya kebaikan, 

tanggung jawab, dan harmonis. 

Perkawinan adalah sebuah hubungan yang terbentuk antara seorang pria dan 

seorang wanita yang berfungsi selaku pasangan suami istri, dengan niat akan 

menciptakan keluarga harmonis serta abadi menurut kepercayaan ketuhanan yang 

Maha Esa. Sebagian penting pernikahan yaitu untuk meneruskan generasi melalui 

proses kehamilan dan melahirkan, yang menjadikan kesehatan reproduksi sebagai 

elemen utama dalam kehidupan berkeluarga. 

Dalam pandangan islam, pernikahan bukan hanya sekedar kesepakatan sosial, 

tetapi juga merupakan suatu perintah dan praktik yang memiliki aspek spiritual. Al- 

Qur’an dengan menjelaskan bahwa salah satu maksud dari pernikahan adalah untuk 

menghasilkan ketenangan jiwa (sakinah), cinta (mawaddah), serta kasih sayang 

(rahmah) diantara pasangan suami dan istri. 

Perkawinan juga sebuah lembaga hukum dan sosial yang di atur secara jelas 

dalam hukum di indonesia. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

 

1 



2 
 

 

 

 

mengenai pernikahan menjelaskan bahwasanya pernikahan yaitu suatu hubungan 

fisik serta emosional antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang 

berstatus selaku suami dan istri. Dengan maksud untuk menjadikan keluarga 

bahagia serta abadi berdasarkan imam kepada Tuhan yang Maha Esa. Berarti ikatan 

ini, baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang mesti dijalankan 

secara saling menghormati, baik dari segi fisik maupun mental, sebagai fondasi 

terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. 

Namun, tidak semua perkawinan memenuhi harapan yang ada. Salah satu 

masalah yang cukup rumit dan sering kali terabaikan adalah ketika salah satu dari 

pasangan memiliki orientasi seksual yang berbeda, seperti homoseksual atau 

biseksual. Situasi ini dapat menyebabkan tekanan psikologis, emosional, dan 

bahkan permasalahan hukum dalam kehidupan berumah tangga. Dalam 

kenyataannya pasangan yang merasa dikhianati atau dirugikan akibat 

ketidakcocokan orientasi seksual sering kali mencari solusi hukum untuk 

mengakhiri pernikahan tersebut.1 

Penyimpangan seksual adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma 

kesusilaan agama, seperti homoseksual, biseksual, maupun bentuk penyimpangan 

lainnya. Ketika salah satu pasangan dalam perkawinan memiliki kecenderungan 

penyimpangan seksual, maka hal ini dapat menimbulkan penderitaan lahir dan batin 

bagi pasangan yang dapat menganggu keharmonisan dalam rumah tangga, bahkan 

berujung pada peceraian. 

 

 

1 Nabila Kurnia Indahwati1, Ahmad Faruq2/penyelesaian sengketa dan akibat hukum 

orientasi seksual berbeda dalam perkawinan, Jurnal sains student research Vol.4 Agustus 2025 
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Dalam konteks hukum indonesia persoalan penyimpangan seksual masih 

menjadi isu yang kompleks. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi 

Hukum Islam (HKI) belum secara ekspilit mengatur pernyimpangan seksual 

sebagai alasan hukum yang berdiri sendiri untuk mengatur perceraian atau 

perlindungan hukum bagi pasangan yang menjadi korban. Akibatnya, pasangan 

yang dirugikan seringkali tidak mendapatkan keadilan atau perlindungan yang 

memadai, baik dalam aspek psikologis, maupun Social dan Hukum.2 

Secara normatif, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara 

langsung menyentuh pengaturan mengenai orientasi seksual yang dianggap 

menyimpang. Namun, kurangnya pemenuhan tanggung jawab oleh suami maupun 

istri, yang disebabkan oleh orientasi seksual yang tidak biasa, dapat menjadi 

penyebab terjadinya pisah . Hal ini tepat melalui peraturan pasal 39 ayat (2) jo pasal 

19 dari peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang alasan-alasan perceraian, 

di mana salah satu alasan tersebut adalah jika pasangan sering terlibat dalam konflik 

dan perselisihan.3 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih berlaku, tetapi telah 

mengalami perubahan signifikan, terutama melalui Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 tentang perkawinan, yang mengatur usia minimal perkawinan menjadi 

19 Tahun bagi pria dan wanita. Undang-Undang ini berlaku untuk semua warga 

 

 

 

 

2 
Aristoteles, Nicomachean Ethics, diterjemahkan oleh W.D. Ross (New York: Oxford 

University Press, 2009), hlm. 14-15 
3 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 
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negara indonesia dan mengatur segala hak terkait perkawinan, termaksud sahnya 

perkawinan secara agama dan hukum, serta pencatatanya. 

Kejadian ini juga menciptakan berbagai isu yang berkaitan dengan 

moralitas, sosial serta hukum. Dari segi moral, penyimpangan orientasi seksual 

dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam agama dan 

budaya indonesia. Dalam hal sosial, pasangan yang mengalami penipuan atau 

kerugian akibat adanya orientasi yang berbeda pada pasangan mereka harus 

berhadapan bersama tekanan psikologis, stigma, serta kerugian dalam berbagai 

aspek kehidupan. 

Orientasi seksual yang menyimpang dianggap secara faktor pelanggaran 

terhadap hak dan kewajiban. Dalam hal ini, orientasi seksual yang tidak umum 

merujuk pada ketertarikan seksual terhadap sesama jenis atau bentuk orientasi 

seksual lainnya yang tidak sejalan dengan norma pernikahan heteroseksual yang 

diterima dalam hukum di Indonesia. Jika seseorang yang memiliki kecenderungan 

homoseksual atau biseksual menjalin komitmen dengan lawan jenis tanpa 

menyatakan identitas seksualnya, maka; 

1. Akan ada ketidak sesuaian dalam bidang emosional dan seksual 

 

2. Pasangan tidak mampu melaksanakan fungsi biologis dan psikologis 

dengan efektif 

3. Hal ini dapat menyebabkan trauma psikologis untuk pasangan 

 

4. Tujuan pernikahan gagal tercapai. 
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Dalam konteks ini, orientasi seksual yang menyimpang berperan dalam 

tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam pasangan, sehingga dapat 

menimbulkan dampak hukum.4 

Berdasarkan beberapa faktor tersebut yang menjadi alasan peceraian 

yang dilakukan oleh istri, penulis menjadikan penelitian yang terkait salah satu 

putusan yaitu perkara Nomor 1069/Pdt.G/2025/PA.PLG. Yang menjadi rumah 

tangga penggugat dan tergugat ada beberapa menjadi alasan tidak ada 

keharmonisan. 

Masalah ini semakin menjadi perhatian lantaran belum terdapat 

peraturan yang jelas dalam ketentuan hukum islam maupun sistem hukum di 

Indonesia mengenai status hukum pasangan yang memiliki orientasi seksual 

yang berbeda. Sementara itu, hukum islam menyediakan mekanisme seperti 

fasakh atau ta’liq talak sebagai bentuk untuk menyelesaikan masalah, namun 

konteks aplikasinya masih perlu dikaji. Di sisi lain, hukum positif di Indonesia 

memberikan kesempatan untuk perceraian akibat ketidakcocokan, namun 

belum memberikan ketentuan secara jelas mengenai orientasi seksual sebagai 

alasan untuk mengajukan gugatan. 

Berdasarkan uraian terdahulu maka penulis tertarik untuk mengkajinya 

secara mendalam dalam tulisan skripsi yang berjudul “Pelindungan Hukum 

Tehadap Suami Atau Istri Akibat Penyimpangan Seksual Dalam 

Perkawinan (Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Thaun 1974) ”. 

 

 

 

4 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 33 dan 34 
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B. Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan uraian latar belakang tersebut, sehingga bisa dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap suami atau istri akibat salah satu 

pasangan mengalami penyimpangan seksual ? 

2. Apa kendala yang di hadapi korban dalam memperoleh perlindungan 

hukum akibat penyimpangan seksual pasangan dalam perkawinan ? 

C. Ruang Lingkup 

Penelitian penulis ini melakukan pembatasan dalam pembahasan pada 

analisis perlindungan hukum terhadapan pasangan akibat Penyimpangan seksual 

dalam perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1tahun 1974, 

terutama jika di sebabkan oleh penyimpangan seksual dari salah satu pihak. 

D. Tujuan dan Manfaat 

Berkaitan Rumusan Masalah tersebut penelitian memiliki Tujuan dan Manfaat 

yaiu : 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis yuridis bagaimana bentuk perlindungan hukum 

terhadap korban akibat pasangan perkawinanya yang mengalami 

penyimpangan seksual sebagaimana di atur dalam Undang-Undang 

perkawinan dan Undang-Undang Pkdrt (penghapusan kekerasan 

dalam rumah tangga) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 



7 
 

 

 

 

b. Untuk mengetahui dan menyampaikan penyelesaian mengenai 

rintangan yang di alami korban akibat pasangan yang melakukan 

penyimpangan sesual. Menganalisis perlindungan hukum terhadap 

korban akibat penyimpangan seksual yang terjadi dalam rumah tangga. 

1. Manfaat Penelitian 

 

a. Manfaat Teoritis 

 

1) Penelitian ini bisa menyampaikan pengertian yang lebih 

mendalam mengenai aspek hukum perdata yang terkait oleh 

perlindungan hukum bagi suami atau istri, akibat penyimpangan 

seksual dalam perkawinan. 

2) Dapat berfungsi sebagai wawasan hukum dan moral bahwa 

pernikahan bukan hanya sebuah status resmi semata. Tetapi harus 

di dasari oleh kejujuran. 

b. Manfaat Praktis 

 

1) Suami istri berhak mengajukan permohonan cerai talak jika 

terjadi pelanggaran serius dalam kehidupan rumah tangga, di 

antaranya adalah perbuatan yang melanggar prinsip dasar 

perkawinan. Penyimpangan seksual dapat menjadi dasar hukum 

untuk menggugat perceraian, sebab hal tersebut dianggap 

merusak keharmonisan rumah tangga serta tujuan pernikahan. 

E. Kerangka Konseptual 

Untuk mengetahui serta menguraikan bahasan judul ini di jelaskan dalam 

kerangka konseptual, berikut beberapa penjelasannya : 
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1. Perlindungan hukum 

 

Perlindungan segala upaya yang dilakukan untuk memberikan 

keadilan, dan kepastian hukum kepada individu atau kelompok dari 

tindakan yang melanggar hak-hak mereka. Perlindungan hukum bertujuan 

untuk menjamin bahwa setiap warga negara yang memperoleh haknya 

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.5 

2. Perkawinan 

 

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 

mengenai pernikahan dipahami sebagai “hubungan lahir dan batin antara 

pria dan wanita yang berperan selaku pasanagn suami istri serta maksud 

menciptakan sebuah pasangan yang bahagia menurut ketuhanan yang 

Masa Esa”. Ini menunjukan bahwa inti dari perkawinan adalah komitmen 

biologis dan sosial antara pria dan wnnita. Oleh karena itu, dasar hukum 

perkawinan bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga meliputi aspek 

moral dan religius. Di indonesia perkawinan tidak sekedar merupakan 

perjanjian antara dua orang, tetapi juga merupakan lembaga yang 

didasarkan pada nilai-nilai agama dan norma sosial yang telah terintegrasi 

dalam sistem hukum yang berlaku di negara ini. 6 

3. Penyimpangan Seksual 

Penyimpangan seksual adalah perilaku atau dukungan seksual yang 

tidaksesuai dengan norma-norma sosial, moral, dan hukum yang 

 

 

5Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000 
6Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
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berlaku di masyarakat, bentuk penyimpangan seksual yaitu: 

 

a. Homoseksual : ketertarikan seksual terhadap sesama jenis. 

 

b. Lesbianisme: ketertarikan seksual antara perempuan dengan 

perempuan. 

c. Sodomi : hubungan seksual yang dilakukan melalui anus. 

 

d. Pedofilia: ketertarikan seksual terhadap anak-anak yang belum 

dewasa. 

e. Ekshibisionisme: memperoleh kepuasan seksual dengan 

memperlibatkan alat kelamin kepada orang lain tanpa persetujuan.7 

4. Suami Istri 

 

Suami istri adalah dua individu yang terikat dalam hubungan 

perkawinan yang sah menurut hukum dan agama, bertujuan untuk 

menciptakan keluarga yang harmonis dan abadi berdasarkan kasih sayang 

serta tanggung jawab bersama.8 

F. Review Studi Terdahulu Yang Relavan 

 

Berikut ini merupakan studi-studi terdahulu yang relavam untuk dijadikan 

sebagai perbandingan : 

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu yang relavan 

 

NO NAMA PENELITI JUDUL TAHUN HASIL PENELITIAN 

1 Syaiful Anwar Hak dan Kewajiban 

 

Suami Istri 

2018 Membahas tentang 

 

Kejelasan Aturan dalam 

 

7Sarlito W. Sarwono, Psikologi Remaja, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011 
8Soerjono Soekanto, Sosiologi Keluarga : Tentang Ikhwal Keluarga, Anak dan Remaja, 

Jakarta : Rineka Cipta, 2009 
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    Undang-Undang ini 

mengungkapkan bahwa 

perkawinan merupakan 

suatu hubungan fisik 

dan emosional antara 

pria dan wanita yang 

bertujuan untuk 

menciptakan pasangan 

yang sejahtera dan 

menurut  Tuhan  yang 

Maha Esa. 

2 mawardi Penyimpangan 

seksual dalam 

hubungan  suami 

istri 

2017 Membahas tentang 

landasan kuat untuk 

memahami definisi 

“penyimpangan 

seksual” dalam konteks 

suami istri dari 

perspektif ganda agama 

+ hukum positif. 

Sementara kasus nyata 

dijatuhi putusan 

perceraian atau 
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    bagaimana dampak 

 

psikologis/sosialnya. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Studi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian 

hukum normatif adalah dengan pendekatan yuridis yang bermaksud 

akan mengkaji serta mengetahui norma-norma hukum yang berlaku.9 

Data utama penelitian ini bersumber dari peraturan perundang- 

undangan serta liberatur berupa jurnal ilmiah yang relavan dengan objek 

penelitian. Karena fokusnya adalah pada aspek kaidah hukum, norma, 

dan peraturan yang mengatur suatu fenomena hukum tertentu. Dalam 

penelitian ini, penulis melakukan studi pustaka (Library Reserch) 

melalui metode mengkaji dokumen-dokumen hukum seperti undang- 

undang, serta sumber sekunder berupa artikel jurnal yang membahas isu 

yang sama. 

2. Sumber Data 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang 

mempunyai kemampuan menjalin dan sebagai dasar utama dalam 

penelitian hukum. 10 Dalam studi ini melibatkan kaidah-kaidah 

perundang-undang mengatur mengenai perkawinan dan perlindungan 

hukum. Bahan hukum tersebut meliputi perlindungan hukum terhadap 

 

9 Nazir, Moh. Metode penelitian. Jakarta: Ghalia indonesia, 2014 
10Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat, (jakarta: Rajawali Pers, 2010) Hlm.13 
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suami atau istri akibat penyimpangan seksual dalam perkawinan, 

terutama perundang-undangan Nomor 1 Tahum 1974 tentang 

perkawinan sebagai data utama. 

b. Bahan hukum sekunder 

Liberatur hukum, buku, jurnal, skripsi, serta ilmiah yang 

membahas unsur perkawinan, perlindungan hukum, cerai, dan 

seksual menyimpang. 

c. Bahan hukum tesier 

Didalamnya mencakup kamus hukum ensiklopedia, kamus 

Bahasa serta internet. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Data diperoleh melalui penelitian liberatur yang mencakup 

pengumpulan sumber-sumber hukum utama dan sekunder. metode ini 

dikerjakan dengan menganalisis undang-undang peraturan, perceraian, 

perilaku seksual menyimpang, dan bahan hukum yang relavan untuk 

mendapatkan informasi yang mendukung analisis hukum. 

4. Analisis Data 

Penelitian analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menelaah, 

menafsirkan, serta mengkonstruksi kaidah hukum terkandung dalam 

perundang-undangan. Khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan. 
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H. Sistematika Penelitian 

Skripsi ini terdiri dari empat bagian, di mana setiap bagian, di mana setiap 

bagian dalam studi ini akan membahas isu-isu pokok secara terpisah, namun 

tetap saling terkait satu sama lain dengan urutan yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Dalam pembagian ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Ruang 

Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Review Studi 

Terdahulu Yang Relavan, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada halaman ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka studi yang berisi 

tentang bahasan Perlindungan Hukum bagi Suami Atau Istri Akibat 

Penyimpangan Seksual Dalam Perkawinan. 

BAB III PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjelaskan pembahasan tentang permasalahan Perlindungan 

Hukum Terhadap Suami Atau Istri Akibat Penyimpangan Seksual Dalam 

Perkawinan. 

BAB IV PENUTUP 

 

Bab ini adalah bab terakhir sebagai penutup, maka pada bab ini melingkupi 

kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan 

pembahasan permasalahan yang ada. 
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